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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/602/Kep/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PERENCANAAN INTEGRATIF
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna memberikan apresiasi dan penghargaan
pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan yang menunjukkan kinerja
yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Lamongan, periu
memberikan Penghargaan Perencanaan Integratif
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur {Bcrita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5587), seMagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



10.

11.

12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

96},

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan
Kcuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mentcri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Republik  Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Pecraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pembangunan
Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa
Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun
2009 Seri E};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Tahun 2014
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mecnengah Daerah Kabupaten Lamongan
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Tahun 2016-2021 {Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021  (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 Nomor 14J;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Penerima Penghargaan Perencanaan Integratif
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.

Keputusan  ini  mulai  berlaku pada tanggal
ditetapkan.,

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. 8dr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. &dr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3.8dr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan,;

4. Sdr. Penerima Penghargaan dimaksud;

Salinan sesuai dengan aslinya

la Bagian Hukum,

. JOKO NURSIYANTO
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/ 602/KEP/413.013/2019
TANGGAL: 13 Maret 2019

PENERIMA PENGHARGAAN PERENCANAAN INTEGRATIF
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

_ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | PERINGKAT |
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Badan/Dinas/RSUD

Dinas Perikanan

Badan Kepegawaian Daerah

Dinas Keschatan

RSUD dr. Soegiri

Dinas PU Sumber Daya Air

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

| Dinas Ketahanan Pangan
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Dinas Lingkungan Hidup

Kecamatan/Bagian

. Kecamatan Brondong

Kecamatan Karangbinangun

i Kecamatan Lamongan

Kecamatan Deket

| Kecamatan Sukodadi

Kecamatan Kedungpring

Bagian Humas dan Protokol
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- Bagian Hukum

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

NURSIYANTO
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